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.GUBERNUR ACEH 

PERA TURAN GUBERNUR ACEH 
NOMOR LIO TAHUN 2022 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 13 TAHUN 2018 
TENTANG JAMINAN KESEHATAN ACEH 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

GUBERNUR ACEH, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Qanun Aceh 
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan, Pemerintah Aceh telah 
menyelenggarakan Jaminan Kesehatan untuk penduduk Aceh 
dengan menganut prinsip asuransi kesehata.n sosial sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2018 
tentang Jaminan Kesehatan Aceh; 

b. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2018 tentanu­
Jaminan Kesehatan Aceh belum mengatur secara lengkap tahapan' 
pemberian Jaminan Kesehatan Aceh, sehingga Peraturan 
Gubernur dimaksud perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 
Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Aceh; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan 
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4436) sebagaimana telah diubah de:pgan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 124, Tambahan Lembaran ·Negara Republik Indonesia 
Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang- ... /2 
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7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
T9-mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaiman:a telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima 
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 
tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731); 

12. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan 
Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253); 

13. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 525€?); 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang 
Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 
tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367); 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501); 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang 
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk 
Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional 
Lainnya di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761); 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang 
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan 
Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 
2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 52 Tp.hun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan 
dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442); 

18. Peraturan ... / 3 

�W \ DATAWAHED \2022\ DISNAKERMOBDUK \KEP .GUB \NOV 



- 3 -

18. Peraturan ¥enteri Keuangan Nomor 183/PMK.07 /2017 tentang 
Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan 
Pemerintah Daerah melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum 
dan/ atau Dana Bagi Hasil (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1734); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

20. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan 
Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh 
Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun 
Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh 
(Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Aceh Nomor 70); 

21. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Layanan 
Publik (Lembaran Daerah Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 
18); 

22. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran 
Daerah Acep Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Aceh Nomor 30); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
GUBERNUR ACEH NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN 
KESEHATAN ACEH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 
Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (Berita Daerah Aceh 
tahun 2018 Nomor 13) diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, angka 9 dan angka 10 dihapus, 

ditambahkan 4 (empat) angka yakni angka 17 sampai dengan 
angka 20, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 
1. 'Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan 

masyara)<:at hukum yang bersifat istimewa dan diberi 
kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang dipimpin oleh seorang Gubernur. 

2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai 
suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan 
khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota. 

3. Pemerintah Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing­
masing. 

4. Pemerintah ... /4 
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4. 'Pemerintah Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/ 
Kata dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai 
dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 

5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan 
Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh. 

6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh. 

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang 
selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum 
yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan 
kesehatan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2011. 

8. Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut 
Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara 
Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas 
Bupati/Walikota dan perangkat Kabupaten/Kota. 

9. Dihapus. 

10. Dihapus. 

11. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan 
·kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan 
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan 
dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang 
telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. 

12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN 
adalah program pemerintah yang bertujuan memberi kepastian 
jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat 
hidup sehat, produktif dan sejahtera. 

13. Jaminan Kesehatan Aceh yang selanjutnya disingkat JKA 
adalah suatu jaminan berupa perlindungan kesehatan agar 
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan 
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan 
yang diberikan kepada setiap penduduk Aceh yang iurannya 
dibayar oleh Pemerintah Aceh. 

14. Penduduk Aceh adalah setiap orang yang bertempat tinggal 
secara menetap di Aceh tanpa membedakan suku, ras, agama, 
keturunan dan/ atau telah memiliki KTP Aceh dan/ atau Kartu 
Keluarga (KK) Aceh 

15. Peserta -!adalah setiap penduduk Aceh yang didaftarkan oleh 
Pemerintah Aceh dan/ atau mendaftarkan diri dan keluarganya 
.untuk diikutsertakan dalam JKA. 

16. Peserta Awal adalah jumlah peserta dengan identitas yang 
lengkap berdasarkan master file kepesertaan dari BPJS 
Kesehatan yang paling sedikit memuat Nomor Induk 
Kependudukan (NIK), nama dan alamat yang selanjutnya 
diverifikasi oleh BPJS Kesehatan dan Pemerintah Aceh. 

17. Bayi Baru Lahir adalah bayi umur 0-28 hari. 

18. Bayi adalah anak mulai umur 0-11 bulan. 

19. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah fasilitas kesehatan yang 
dapat memberikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, 
kuratif dan rehabilitatif yang terdiri dari bangunan, sumber 
daya manusia, peralatan medis dan lainnya, baik yang 
bergerak maupun tidak, yang persyaratannya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan 

20. Mutasi Peserta adalah perubahan data peserta meliputi 
penambahan atau pengurangan jumlah peserta awal sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Ketentuan . .. /5 
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2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal4 

Ruang Lingkup JKA meliputi: 

a. Pemberian iuran bagi penduduk Aceh yang belum dijamin 
oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha; 

b. Pemberian bantuan iuran bagi penduduk Aceh yang belum 
dijamin oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha; 

c. Sekretariat terpadu; 

d. Tim Rekonsiliasi JKA Pemerintah Aceh; 

e. Penyediaan rumah singgah; 

f. Pemberian kursi roda; 

g. Biaya transportasi rujukan/pemulangan jenazah dan 
pen dam ping; 

h. Biaya makan pendamping; dan 

i. Pembayaran kontribusi iuran bagi penduduk Aceh yang 
terdaftar pada JKN Kartu Indonesia Sehat; 

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal6 

(1) Sasaran JKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan 
dalam data peserta awal. 

(2) Data peserta awal JKA dilakukan verifikasi oleh Tim 
Rekonsitiasi JKA Pemerintah Aceh. 

(3) Data peserta awal JKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur. 

(4) Sasaran JKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan mutasi peserta. 

(5) Mutasi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 
oleh Tim Rekonsiliasi JKA Pemerintah Aceh. 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Aceh. 

Diundangkan di Banda Aceh 
pada tanggal, 25' f\ovem'oe""' 2022 

, �uVV\601\ ��' 1444 

� SEKRETARIS DAE�H ACEH,j> -

Ditetapkan di Banda Aceh 
pada tanggal, l.S' no V('tYt\,�Y"" 2022 

t �IJW\A:l�i\ lr.W� 1444 

frj. ·GUBERNUR ACE
·
�� 

ACHMAD MARZUKI 

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 40 
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